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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi pemerintahan merupakan pertanggungjawabanatas segala 

aktivitas kepada pihak yang berkepentingan, baik melalui laporan 

keuanganmaupun laporan kegiatan Mardismo (2018). Halini dikarenakan 

adanya tuntutunan transparansi dan akuntabilitas politik atasdana-dana 

masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas 

penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja 

pemerintah.Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok,yaitu 

pertanggungjawaban, manajerial,dan pengawasan.Pertanggungjawaban yang 

dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi 

mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang 

dilakukan pemerintah selama satu periode.Akuntansi pemerintahan juga harus 

menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial,seperti 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengwasan, dan evaluasi kinerja 

pemerintah.Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan 

terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional 

secaraefektifdan efisien. 

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan 

guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat 

keghidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan.Berbagai 

permasalahan yang ada didesa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa 
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untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah 

pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, 

pelaksanaan,dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus 

mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud 

pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat 

desayang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas 

dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan 

yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan 

masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

pembangunandesa. 

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaanvADD,semua 

lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus 

mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya 

sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, 

pengelolaan hingga pertanggungjawaban .Konsep dasar akuntabilitas 

didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manjerial pada tiap lingkungan 

dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap 

bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aperatur bertanggungjawab 

atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang 

membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang 

tidakterkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara 

nyatadapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan 
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tersebut benar-benar direncanakn, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh 

pihak berwenang. 

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan 

pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbuka an; 

(e)proporsionalitas; (f)profesionalitas; (g)akuntabilitas (h)evektivitas dan 

efisiensi; (i)kearifanlokal; (j)keberagaman; (k)partisipatif dari semua lapisan. 

Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat 

serta merta dilakukan oleh satu pihak saja.Terdapat sanksi tegas jika salah 

satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan. 

Pemerintahkepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnyagood 

govermance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang 

erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,sehingga mendorong 

akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal.Bahwa prinsip- 

prinsip good govermance,diantaranya adalah partisipasi masyarakat,tegaknya 

supremasi hukum,tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus 

informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder,berorientasi pada 

kesetaraan,efektiffitas dan efisiensi,akuntabilitas,serta adanya visi strategis. 

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri 

No.20 tahun 2018,Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
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orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan,dan pelaksanaannya 

serta hasil-hasil yang dicapai. 

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai 

kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 

dan pelaksanaan pemerintahan didaerahdalam rangka ekonomi daerah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

yang terukur baik dari segikualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo 

(2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegangamanah(agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatanyang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang 

pemberi amanah(principikal) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya 

pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya 

kecurangan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian 

tingkatakuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan 

ADD seperti Ni Dewi (2015) dan Kumalasari (2016). Dimana penelitian- 

penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap 

beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji 

tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, 

dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di 
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wilayah Kecamatan Pattallassang yang menggunakan laporan 

pertanggungjawaban ADD tahun2017.Dengan demikian maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bipolo Kecamatan 

Sulamu Kabupaten Kupang” 

1.2 Maslah Penlitian 

Berdasarkan latar belakang yang penelitian uraikan diatas maka 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanaakuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di 

desa Bipolo kecamatan sulamu kabupaten kupang” 

1.3 Persoalan Penelitian 

Berdasarkan pada pada masalah penelitian diatas, maka yang menjadi 

persoalan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Bipolo? 

2. Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Bipolo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasrkan pada persoalan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa 

Bipolo Kecamatan Sulamu Tahun 2021 dan 2022. 

2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa 

Bipolo Kecamatan Sulamu Tahun 2021 dan 2022. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan system 

akuntabilitas dan transparansi penata usaha serta pertanggung jawaban lokasi 

dana desa di desa bipolo kec-sulamu kab kupang. Berikut beberapa manfaat 

yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui ini : 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi pertanggung jawaban pelaksanaan sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di desa bipolo 

sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di kec-sulamu. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat di harapkan dapat 

memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya 

yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD. 

3. Bagi masyarakat desa penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD. 

 


